BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40109,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
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13.

14.
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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20.

99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor & Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebalk Tahun 2014
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20143);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20171);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
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Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebahaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Retribusi  Perizinan  Tertentu (Lembaran  Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 20168);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lehak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
201610);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Non
Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Multatuli
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah




Kabupaten Lebak Nomor 201611);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2019 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 3);

28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
berjumlah Rp2.790.310.711.646,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh
enam miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat
puluh enam rupiah) berkurang sejumlah Rp23.090.796.244,60 (dua puluh tiga
miliar sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus
empat puluh empat koma enam puluh rupiah) sehingga menjadi
Rp2.767.219.915.401,40 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua
ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus satu koma
empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 338.941.257.475,00

b. Dana Perimbangan Rp 1.513.298.094.000,00
c. Lain-Lain pendapatan
daerah yang Sah Rp 648.489.360.490,00

Jumlah Pendapatan Rp2.500.728.711.965,00




2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp
2) Belanja Bunga Rp
3) Belanja Subsidi Rp
4) Belanja Hibah Rp

o) Belanja Bantuan
Sosial Rp
0) Belanja Bagi Hasil
Kepada
Pemerintahan Desa Rp

7) Belanja Bantuan

Keuangan Rp
&) Belanja Tidak
Terduga Rp

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp
2] Belanja Barang
dan Jasa Rp
3) Belanja Modal Rp
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp
b. Pengeluaran Rp
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SiLPA)

1.058.519.078.781,00

44.282.864.010,00

6.620.200.000,00

13.846.174.700,00

398.094.847.200,00

190.954.505.008,40
Rp1.712.317.669.699,40

27.483.954.316,67

745.145.049.386,00

262,668.241.999,33
Rp1.035.297.245.702,00
Rp2.747.614.915.401,40
(Rp246.886.203.436,40)

266.491.203.436,40
19.605.000.000,00
Rp246.886.203.436,40

Rp0,00




Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Daftar Perubahan Penerima Hibah berupa Uang dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5
Daftar Perubahan Penerima Bantuan Sosial berupa Uang dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 6
Daftar Perubahan Penerima Hibah berupa Barang dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini,

Pasal 7
Daftar Perubahan Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 8
Daftar Perubahan Penerima Bantuan Keuangan dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.




Pasal 9
Daftar Perubahan Penerima Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAE BUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 86




